
 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT  

NOMOR  2  TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PELAKSANAAN PROGRAM MAJU DAN SEJAHTERA  
TULANG BAWANG BARAT 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 

Menimbang : a.  bahwa sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban 
pemerintah daerah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak 

dasar warganya yang tidak mampu dan untuk mencegah 
kerawanan sosial perlu memberikan perlindungan dan 

jaminan sosial dalam upaya penanggulangan kemiskinan 
melalui pemberian bantuan sosial non tunai kepada 
kelompok rumah tangga kurang mampu yang terpilih dan 

ditetapkan melalui Program Maju dan Sejahtera Tulang 
Bawang Barat sehingga terwujud peningkatan kualitas 

hidup masyarakat; 

b. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan 

pengelolaan Program Maju dan Sejahtera Tulang Bawang 
Barat dipandang perlu menetapkan Petunjuk Teknis 
Operasional; 

 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan 

Bupati tentang Pelaksanaan Program Maju dan Sejahtera 
Tulang Bawang Barat; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Penyelenggaraan 
Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 
1999, Tambahan Lembarah Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

 
 
 



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3455); 
 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 

Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 

 

7. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi 
Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4934); 

 

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4967); 
 

9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4966); 
 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); 
 

11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang 

Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5235); 
 

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 55870 sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5679); 

 

 
 



13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang 

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 5294); 
 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang 

Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui 
Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5449); 

 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 

tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 215, Tambahan Lembaran 

Negara R3publik Indonesia Nomor 5375); 
 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 
 

17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 

tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 
Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan 

Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomo5 199);  

 

18. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang 
Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156); 
 

19. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Percepatan 
Pengentasan Kemiskinan; 

 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2011 Nomor 310); 
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 
tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan 
Provinsi dan Kabupaten/Kota; 

 

22. Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang 
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Penyandang Masalah 

Kesejahteraan Sosial dan Potensi Sumber Kesejahteraan 
Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 567); 
 

23. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 tentang 
Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program 

Penanganan Fakir Miskin (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 705); 

 



24. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 

4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3); 

 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Pangkat 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Barat Nomor 74); 
 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 
9 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Publik (Lembaran 

Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 
Bawang Barat Nomor 83); 

 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat              
Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum 

Daerah dan Peraturan di Tiyuh (Lembaran Daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2018 Nomor 6, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang 
Nomor 90); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PROGRAM 

MAJU DAN SEJAHTERA TULANG BAWANG BARAT 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Organisasi Perangkat Daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 
otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat. 
4. Organisasi Perangkat Daerah atau yang selanjutnya disingkat OPD adalah 

unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 

dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan daerah. 
5. Dinas adalah Dinas yang membidangi masalah bantuan sosial. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi masalah bantuan 
sosial. 

7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah 
Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

8. Camat adalah wakil Pemerintah Daerah di wilayah Kecamatan yang 

bersangkutan dan bertanggungjawab kepada Bupati. 
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah 

Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan.  
 

 
 
 



10. Tiyuh adalah sebutan lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat 

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 
mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional 
yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 
11. Pemerintahan Tiyuh adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan 

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia.  

12. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu perangkat Tiyuh sebagai 

unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh. 
13. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai 

wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga 
Tiyuhnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah 

Daerah. 
14. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang dibentuk atas 

prakarsa tiyuh yang merupakan mitra pemerintah tiyuh dalam aspek 

perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang 
bertumpu pada masyarakat. 

15. Program Maju dan Sejahtera Tulang Bawang Barat yang selanjutnya 
disingkat Program Mantra Tubaba adalah suatu program yang merupakan 

skema perlindungan dan jaminan sosial dalam upaya penanggulangan 
kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial non tunai kepada kelompok 
rumah tangga kurang mampu yang terpilih dan ditetapkan. 

16. Rumah Tangga Sasaran yang selanjutnya disingkat RTS adalah merupakan 
Rumah Tangga yang akan menerima bantuan sosial Program Mantra 

Tubaba yang mengacu kepada BDT dan ditetapkan dalam keputusan.  
17. Konsultan Perencana adalah tenaga konsultan yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi pelaksanaan teknis kegiatan dalam 
Program Mantra Tubaba. 

18. Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada 

keluarga dan/atau seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan 
terhadap risiko sosial. 

19. Pemberi Bantuan Sosial adalah satuan kerja pada organisasi perangkat 
daerah pada pemerintah daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan 

program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, 
jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan 
dasar. 

20. Penyaluran Bantuan Sosial Program Mantra Tubaba adalah pemberian 
bantuan berupa uang secara non tunai kepada keluarga dan/atau 

seseorang miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial 
berdasarkan penetapan pejabat yang menangani pelaksanaan. 

21. Kartu Kombo adalah instrumen pembayaran yang memiliki fitur uang 
elektronik dan tabungan yang dapat digunakan sebagai media penyaluran 
berbagai bantuan sosial Program Mantra Tubaba termasuk kartu mantra. 

22. Kartu Mantra adalah Kartu Kombo yang digunakan untuk penyaluran 
bantuan sosial Program Mantra Tubaba secara nontunai. 

23. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disingkat BDT adalah sistem data 
elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, 

ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan 
terendah di Indonesia. 

24. Bank Penyalur adalah bank umum milik negara sebagai mitra kerja tempat 

dibukanya rekening atas nama pemberi Bantuan Sosial Program Mantra 
Tubaba untuk menampung dana belanja bantuan sosial yang akan 

disalurkan kepada penerima Bantuan Sosial. 
25. Verifikasi adalah proses kegiatan pemeriksaan dan pengkajian untuk 

menjamin kebenaran data. 
26. Validasi adalah suatu kegiatan untuk menetapakan kesahihan data. 



27. Pemutakhiran Data adalah proses perubahan terkini sebagian atau seluruh 

data anggota Keluarga Penerima Manfaat Program Mantra Tubaba. 
28. Pengaduan adalah proses penyampaian informasi, keluhan, atau masalah 

yang terkait dengan pelaksanaan Program Mantra Tubaba. 
 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

 
Pasal 2 

 

Maksud Program Mantra Tubaba adalah perlindungan dan Jaminan Sosial 
dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan sosial 

kepada penerima RTS yang terpilih dan ditetapkan. 
 

Pasal 3 
 

Program Mantra Tubaba bertujuan : 

a. meningkatkan status sosial ekonomi RTS; 
b. memenuhi kebutuhan dasar sandang, pangan dan Papan RTS; 

c. memberikan Jaminan dan Perlindungan bagi RTS; 
d. meningkatkan kemampuan RTS dalam menghadapi masalah yang 

mendesak melalui investasi dalam bentuk tabungan; dan 
e. membangun dan mengembangkan modal sosial (sosial capital) melalui 

kelompok dan pendampingan. 

 
BAB III 

 

PRINSIP PENGELOLAAN 
 

Pasal 4 
 

Prinsip pengelolaan Program Mantra Tubaba adalah : 
a. bertumpu pada pembangunan manusia, pelaksanaan Program Mantra 

Tubaba senantiasa bertumpu pada peningkatan kesejahteraan bagi 
masyarakat itu sendiri; 

b. berorientasi pada masyarakat miskin, semua kegiatan yang dilaksanakan 

mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan 
kelompok masyarakat yang kurang beruntung; 

c. prioritas, pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan 
kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan 

secara optimal berbagai sumber daya yang ada; 
d. kolaborasi semua pihak yang berkepentingan didorong untuk mewujudkan 

kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam upaya 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 
e. berkelanjutan, setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan 

kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan 
f. sederhana, semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan 

Program Mantra Tubaba harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami dan 
mudah dikelola serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. 
 

BAB IV 

SASARAN PROGRAM 

 
Pasal 5 

 
Sasaran Program Mantra Tubaba adalah : 
a. tercapainya sinergi pelaksanaan Program Pengentasan Kemiskinan, 

pemberdayaan serta peningkatan taraf hidup bagi masyarakat; 



b. tercapainya pertumbuhan perekonomian masyarakat dengan prinsip 

kemandirian; dan 
c. tercapainya tertib penyelenggaraan program pengentasan kemiskinan yang 

berlandaskan partisipasi dan kegotong-royongan. 
 

BAB V 

KRITERIA PENERIMA PROGRAM 

 
Pasal 6 

 

(1) Kriterai penerima Program Mantra Tubaba adalah RTS yang kurang 
mampu dengan kriteria rentan kebawah berdasarkan data BDT. 

 

(2) Data BDT sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan verifikasi, validasi dan 
pemutakhiran oleh pendamping yang melibatkan pemerintah tiyuh, 

kelurahan dan kecamatan serta instansi terkait. 
 

(3) Apabila dalam proses verifikasi, validasi dan pemutakhiran data penerima 

RTS ditemukan data baru berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, 
Bupati menetapan penerima RTS untuk selanjutnya diusulkan kepada 

kementerian Sosial Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku agar dapat ditetapkan dalam data BDT. 

 
BAB VI 

RUANG LINGKUP 

 
Pasal 7 

 
Program Mantra Tubaba merupakan program Pemerintah Daerah yang 

dilaksanakan diwilayah Kabupaten merupakan penggabungan dari beberapa 
program/kegiatan yang meliputi pengentasan kemiskinan, pemberdayaan 
masyarakat miskin, peningkatan kapasitas dan sumber daya manusia serta 

pendampingan. 
 

BAB VII 

PELAKSANAAN 

 
Pasal 8 

 

Pelaksanaan Program Mantra Tubaba dilaksanakan oleh : 
a. pemerintah daerah;  

b. kelompok masyarakat; dan 
c. perguruan tinggi. 

 
Pasal 9 

 

Pelaksanaan Program Mantra Tubaba oleh Pemerintah Daerah sebagaimana 
dimaksud Pasal 8 huruf a, meliputi : 

a. pemberian bantuan sosial non tunai; dan 
b. pemberian bantuan sosial lainnya. 

 
Pasal 10 

 

(1) Pemberian bantuan sosial non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 
dilaksanakan berdasarkan Petunjuk Teknis Operasional Program Mantra 

Tubaba. 
 



(2) Nama penerima RTS Program Mantra Tubaba ditetapkan dengan 

Keputusan Bupati. 
 

(3) Pemberian bantuan sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
huruf b, ditetapkan oleh Bupati dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 
Pasal 11 

 
Pemerintah Kabupaten melalui instansi/OPD terkait dalam rangka efektifitas, 

efisiensi dan ketepatan pencapaian sasaran dapat melakukan fasilitasi 
pelaksanaan kegiatan Program Mantra Tubaba yang meliputi : 
a. perencanaan dan pengawasan teknis kegiatan; 

b. peningkatan tertib administrasi; dan 
c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 

 
Pasal 12 

 
Pelaksanaan Program Mantra Tubaba oleh kelompok masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan secara sinergis antara 

pendamping dan kelompok masyarakat dengan pemerintah daerah melalui 
instansi/OPD terkait yang bertindak selaku fasilitator kegiatan, meliputi : 

a. pembangunan kesejahteraan masyarakat; dan 
b. pemberdayaan masyarakat atau kelompok RTS. 

 
Pasal 13 

 

(1) Pelaksanaan Program Mantra Tubaba oleh perguruan tinggi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan melalui mekanisme 

kesepakatan kerja (Memoramdum of Understanding) guna pencapaian 
kualitas program yang ditargetkan. 
 

(2) Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas bertindak 
selaku konsultan tenaga ahli perencana dan pelaksana kegiatan. 

 
BAB VIII 

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MANTRA TUBABA 
 

Pasal 14 

 
(1) Pelaksana Program Mantra Tubaba wajib menyusun Petunjuk Teknis 

Operasional Program Mantra Tubaba sebagai pedoman pelaksanaan paling 
sedikit memuat :  

a. kelembagaan; 
b. kriteria penerima bantuan;  
c. tahapan dan alur pelaksanaan kegiatan;  

d. mekanisme penyaluran bantuan;  
e. pengawasan dan pemantauan pelaksanaan;  

f. panduan pelaporan pertanggungjawaban penerima bantuan; 
g. mekanisme dan tatacara pengaduan; dan 

h. pembinaan dan evaluasi. 
 

(2) Petunjuk Teknis Operasional Program Mantra Tubaba sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas. 
 

 

 

 



BAB IX 

PENDANAAN PROGRAM MANTRA TUBABA 
 

Pasal 15 
 

Sumber pendanaan Program Mantra Tubaba berasal dari:  

a. anggaran pendapatan dan belanja negara; 
b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi; 

c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan 
d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

BAB X 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

 
Pasal 16 

 
(1) Dinas serta instansi/OPD terkait melakukan pemantauan pelaksanaan 

kebijakan dan kegiatan Program Mantra Tubaba. 
 

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk 

mengetahui dan memastikan pelaksanaan Program Mantra Tubaba sesuai 
dengan pedoman dan ketentuan peraturan bupati ini.  

 

(3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara 
berkala sesuai dengan kebutuhan. 

 

Pasal 17 
 

(1) Dinas serta instansi/OPD terkait melakukan evaluasi pelaksanaan 
kebijakan dan kegiatan Program Mantra Tubaba. 
 

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengukur 
keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Program Mantra Tubaba. 

 

(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap akhir 
tahun anggaran. 

 
BAB XI 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 18 

 
(1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan 

Program Mantra Tubaba sesuai dengan kewenangannya. 
 

(2) Dalam rangka mendukung kelancaran Pengelolaan Program Mantra 

Tubaba dilakukan pengawasan oleh instansi/OPD terkait dan masyarakat 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

(3) Pengawasan melekat dilakukan secara langsung oleh masyarakat dan 

lembaga kemasyarakatan berupa kritik serta laporan yang membangun 
agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan baik sesuai dengan rencana. 

 

(4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 
(2) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap penerima 

RTS Program Mantra Tubaba. 
 
 

 
 



BAB XII 

PELAPORAN 
 

Pasal 19 
 

(1) Kepala Dinas menyampaikan laporan pelaksanaan Program Mantra Tubaba 
kepada Bupati. 

 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. laporan pelaksanaan; dan 

b. laporan pertanggungjawaban. 
 

(3) Bentuk dan tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis Operasional Program Mantra 
Tubaba dan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
BAB XIII 

PENGADUAN 

 
Pasal 20 

 
(1) Pengaduan pelaksanaan Program Mantra Tubaba dibentuk sebagai wujud 

keterbukaan dan akuntabilitas program kepada masyarakat. 
 

(2) Pengaduan pelaksanaan Program Mantra Tubaba sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau 
organisasi masyarakat. 

 

(3) Pengaduan pelaksanaan Program Mantra Tubaba sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat daerah kabupaten, kecamatan, 

kelurahan dan tiyuh. 
 

(4) Pengaduan Program Mantra Tubaba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dapat dilakukan melalui:   
a. pusat informasi Program Mantra Tubaba; 
b. aplikasi sistem pengaduan masyarakat; dan 

c. dinas. 
 

Pasal 21 
 

(1) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 
dilakukan secara berjenjang. 
 

(2) Penyelesaian terhadap penanganan Pengaduan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 
 

(3) Penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan secara transparan, akuntabilitas, dan terbuka. 
 

(4) Waktu penyelesaian terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) sesuai dengan permasalahan yang ada. 
 

(5) Hasil terhadap Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai 

dengan ayat (4) disampaikan kepada pihak yang bersangkutan.  
 

 

 

 

 



BAB XIV 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 22 
 

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang 
mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan 

Keputusan Bupati. 
 

Pasal 23 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 
 

 

Ditetapkan di Panaragan 
pada tanggal  2  Januari 2019 

 
BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 

 
 

  dto. 

 
 UMAR AHMAD 

 
Diundangkan di Panaragan 

pada tanggal   3  Januari  2019 

 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 
 
 dto. 

 

HERWAN SAHRI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
Kepala Bagian Hukum, 

 

 

Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 

Pembina 

NIP. 19770409 200212 1 008 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


